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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

bahwa penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran melalui
pendekatan prestasi kerja memperhatikan keterkaitan
antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang
diharapkan dari program dan kegiatan, termasuk efisiensi
dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut;

bahwa untuk mendukung penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran melalui pendekatan prestasi kerja, perlu adanya
standar biaya guna membantu menganalisa kewajaran
pengeluaran yang dihubungkan dengan beban kerja atau
belanja setiap program/kegiatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Satndar Biaya Kegiatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun
Anggaran 2018;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi = Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 533);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 825);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009
Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Tangerang
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Pemerintah Daerah Lainnya adalah pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota lain.

Bupati adalah Bupati Tangerang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
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7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.

8. Orgaisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;

9. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah
Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan pemerintah daerah.

10. Pegawai adalah PNSD dan pegawai non PNSD di lingkungan pemerintah
daerah;

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang merupakan sekumpulan
tindakan atau aktivitas pengerahan sumber daya baik yang berupa
personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

12. Standar Biaya Kegiatan yang selanjutnya disingkat SBK adalah satuan
biaya atau harga tertinggi dari suatu barang dan jasa baik secara
mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran
tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.

13. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah
dokumen yang memuat Rencana Anggaran Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan.

Pasal 2

(1) SBK dimaksudkan untuk memberikan kesamaan pemahaman dalam
rangka pencapaian indikator target keluaran (output) atau kinerja
kegiatan.

(2) SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi
pengeluaran dalam suatu kegiatan.

Pasal 3

SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas standar:
a. honorarium;

b. jasa keahlian/keterampilan/kemampuan teknis/daya; dan
c. jasa lainnya.

Pasal 4

Formulasi atau penentuan standar biaya yang tidak atau belum diatur

dalam Peraturan Bupati ini dapat dilakukan dengan:

a. menggunakan satuan biaya yang berlaku umum atau yang diterbitkan oleh
penyedia barang/jasa; atau

b. penyetaraan terhadap standar yang tercantum dalam SBK dengan
mempertimbangkan kesamaan klasifikasi atau kriteria atau kedudukan;
atau berpedoman pada ketentuan pemerintah (undang-undang/ peraturan
pemerintah /peraturan presiden/peraturan menteri /peraturan lembaga
non kementerian).

Pasal 5...
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Pasal 5
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Tangerang
Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Kegiatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2017 beserta
perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 19 September 207

BUPATI TANGERANG,

ttd.
A. ZAKI ISKANDAR
Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 19 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,
ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 66



